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SALINAN         P  E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batulicin  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  penetapan

dalam perkara cerai gugat antara:

SITI  QAMAH  binti  KASPUL ANWAR, umur  38  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal  di  Jl.  Transmigrasi  Km.VI  RT. 002,  Desa  Sari

Gadung,  Kecamatan  Simpang  Empat,  Kabupaten  Tanah

Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

HADRAN bin K.H. JAMILI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Berkat Mandiri RT.

002,  Desa  Sari  Gadung,  Kecamatan  Simpang  Empat,

Kabupaten  Tanah  Bumbu,  Provinsi  Kalimantan  Selatan,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa,  Penggugat  berdasarkan surat  gugatannya bertanggal  04

Februari  2020 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Batulicin,  dengan  register  perkara  Nomor  129/Pdt.G/2020/PA.Blcn,

tanggal 04  Februari  2020 telah  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Daha  Selatan,  Kabupaten  Hulu

Sungai Selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 409/II/XII/2005

tanggal 21 Desember 2005;

2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat

kediaman  di  rumah  Tergugat  Sendiri  sebagaimana  alamat  dari

Tergugat  diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir,  hingga

pisah tempat tinggal;

3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang

anak bernama: 

a. KHALIJAH binti HADRAN, umur 14 tahun,

b. AFRILIA binti HADRAN, umur 8 tahun,

c. MUHAMMAD ARIFIN ILHAM bin HADRAN, umur 3 tahun, sekarang

anak  pertama  dan  kedua  ikut  Tergugat  dan  anak  ketiga  ikut

Penggugat;

4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  2006  ketentraman  rumah

tangga Penggugat   dengan Tergugat   mulai  tidak harmonis dengan

adanya  perselisihan  dan  Pertengkaran  terus  menerus  antara

Penggugat  dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi; 
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5.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain: 

a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental/emosional setiap

kali  bertengkar  Tergugat  suka  menghancurkan  barang-barang

didalam rumah;

b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan

lagi dalam berumah tangga;

6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  puncak  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan Tergugat  tersebut terjadi pada bulan November

2019, yang akibatnya antara Penggugat  dengan Tergugat telah pisah

rumah kurang lebih 2 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman

bersama adalah Penggugat;

7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pada  bulan  Desember  2019,  Tergugat  telah  menyerahkan

Penggugat sepenuhnya kepada orang tua Penggugat;

8.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; 

9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Batulicin  Cq.  Majelis  Hakim segera  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi: 

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Tergugat  (SITI  QAMAH  binti  KASPUL

ANWAR) terhadap Penggugat (HADRAN bin K.H. JAMILI);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat dan

Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh tahapan Mediasi

dengan  dibantu  oleh  Drs.  H.  Syakhrani,  sebagai  Mediatornya,  namun

upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil sebagaimana laporan tertulis

tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa,  pada  persidangan  lanjutan  tanggal  04  Maret  2020,

Penggugat  secara lisan memohon untuk mencabut  perkaranya dengan

alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa  untuk  mempersingkat  penetapan  ini,  maka  Berita  Acara

Sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  gugatan cerai Penggugat

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  agar  tidak  bercerai  dan  telah  memberikan

kesempatan  untuk  mediasi  melalui  bantuan  Mediator  dari  Hakim

Pengadilan  Agama  Batulicin  Drs.  H.  Syakhrani,  akan  tetapi  menurut

laporan hasil mediasi tertanggal 19 Februari 2020 ternyata tidak berhasil,

dengan  telah  dilaksanakannya  upaya-upaya  tersebut,  maka  apa  yang

dikehendaki  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974

tentang Perkawinan  dan Pasal 65 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah

pertama dengan Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006  dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang  Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat
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(2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 jo.  Peraturan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal  04 Maret

2020 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena

telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat telah  mencabut

gugatan cerainya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum  Tergugat

menyampaikan jawabannya  maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Pasal  271 ayat  (1)  RV,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa pencabutan

tersebut  patut  dikabulkan  dan  perkara  dinyatakan  dicabut  dengan

demikian pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  pertama dengan  Undang-

Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua  dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini: 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk

mencabut perkaranya;

2. Menyatakan  perkara  Nomor  129/Pdt.G/2020/PA

Blcn, dicabut; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000 (dua ratus enam ribu

rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 04

Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh

kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH,

S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  penetapan  mana diucapkan  pada   hari   itu  juga  oleh  Ketua

Majelis  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dengan  didampingi  oleh

Hakim-Hakim  Anggota  serta  dibantu  oleh  Drs.  ILMI,  sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,           Hakim Anggota,

          

            

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.                   SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. ILMI

Biaya Perkara :   
1. Biaya Pendaftaran Rp    30.000,-
2. Biaya Proses       Rp    50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat Rp. 180.000,-
4. PNBP Panggilan  Tergugat Rp    20.000,- 
5. Biaya Redaksi Rp    10.000,-
6. PNBP Pencabutan perkara Rp    10.000,- 
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7. Biaya Meterai                                                        Rp          6.000,-

Jumlah Rp   306.000,-  
                                                       (tiga ratus enam ribu rupiah)
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